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Abstrak 
 
 Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan kaya dengan hasil alamnya. 
Sumberdaya alam berupa hasil pertambangan mineral dan batubara tersebar dari 
Sabang sampai Merauke. Agar dapat digunakan secara maksimal bagi kepentingan 
rakyat dibutuhkan pengelolaan yang baik dan benar. Kontrak karya merupakan 
bentuk pengusahaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara telah diubah 
keberadaannya dengan izin usaha pertambangan. Kedaulatan Negara terhadap 
penguasaan hasil tambang harus dipertegas dengan cara pemutusan kontrak karya 
secara sepihak apabila para pengusaha pertambangan tidak mengikuti peraturan 
hukum yang telah diganti dengan tidak meninggalkan unsur proporsionalitas terhadap 
adanya kontrak karya yang telah ada sebelumnya. 
 Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah doctrinal research, dengan 
metode pendekatan masalah berupa pendekatan peraturan perundang-undangan 
(statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini 
berusaha untuk menganalisis keabsahan pemutusan kontrak karya secara sepihak oleh 
pemerintah serta urgensi perubahan sistem pengelolaan pertambangan mineral dan 
batubara dari sebelumnya berbentuk kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan. 
  Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pemutusan kontrak karya 
dapat dilakukan oleh pemerintah indonesia didasarkan pada kedaulatan negara atas 
sumberdayanya dan  penegakan hukum dalam usaha pertambangan. Akan tetapi 
pemutusan tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena melibatkan 
unsur asing dengan nilai investasi dan penerimaan negara yang sangat besar. Urgensi 
dari perubahan kontrak karya ke izin usaha pertambangan tidak lain adalah karena 
kerusakan lingkungan yang sangat parah di wilayah sekitar pertambangan, 
pendapatan negara yang masih sangat sedikit dibandingkan keuntungan penjualan 
oleh pengusaha pertambangan asing serta lemahnya posisi pemerintah Indonesia 
dalam kontrak karya yang sejajar dengan pihak asing akibat adanya hubungan 
kontraktual. 
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